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TOLITOLI, MERCUSUAR
~ Direktur Lembaga Kajian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (Lakpesdam)
Kabupaten “Folftol; ¢ Fahmul
Baramuli mendesak
Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Sulteng mengusut dugaan pe-
langgaran proses pencairan
100 persen megaproyek Hot
Roller Sheet (HRS) perluasan
Jalan Lingadan-Laulalang di
Kecamatan Tolitoli Utara,
Kabupaten Tolitoli. Proyek
sebesar Rp46.368.850.000
itu dikerjakan PT Tunggal
Mandiri Jaya (TMJ) yang pro-
gres fisiknya sampai saat ini
belum selesai dilaksanakan.

“Kejati Sulteng jangan me-
nunggu laporan dari proyek
yang bermasalah, sebuah
pemberitaan di media dija-
dikan pintu masuk untuk
melakukan penyelidikan,”
tandas Fahrul Baramuli di
Tolitoli.

Menurutnya, pencairan
100 persen oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK),
sementara kondisi fisik pe-

adalah secbuah pelanggaran
secara administrasi yang
menyebabkan terjadinya
kerugian Negara.

“Secara administrasi lapo-
ran pencairan seratus persen
yang diajukan di KPPN tidak
sesuai dengan kondisi fisik di
lapangan. Inikan adalah se-
buah pelanggaran yang perlu
diusut karena disinyalir ada

terjadi kong kalikong antara .

PPK dan pihak pelaksana,”
tudingnya.

Dia mengatakan, mega
proyek yang dicairkan tuntas
itu sebetulnya memerlu-
kan keberanian dari pihak
Pejabat Pembuat Komitmen
dan Kuasa Pengguna
Anggaran. Keberanian dua
pejabat proyek tersebut

dalam melakukan proses
pencairan akan berjalan mu-
lus ketika mendapat dukun-
gan dari pihaktertentu yang
menjamin tidak bakal terjadi
permasalahan.

Dihubungi, PPK 04 ruas
Jalan Buol-Bts kota Tolitoli,
Hendro membenarkan, proy-
ek peningkatan jalan senilai
Rp46,3 miliar yang dikerja-
kan PT TMJ telah dicairkan
100 persen, meskipun ma-
sih terdapat volume’ peker-
jaan yang belum d.wapa.l di
lapangan.

“Karena untuk menyela
matkan anggaran sehingga
pengerjaan HRS itu dicair-
kan seratus persen,” ter-
angnya kepada wartawan di
Tolitoli.

Dia juga membenarkan,
mengenai pemberian per-
panjangan waktu selama 50
hari hingga 12 Desember
sejak berakhir kontrak 21

Oktober 2015, namun kondi-
si pekerjaan belum mencapai *
100 persen.

“Karena belum capai.pro-
gres 100 persen, kembali di-
berikan waktu perpanjangan
dengan tidak mengabaikan
denda seper seribu dari nilai
kontrak,” katanya.

Hendro menjelaskan, pe-
nambahan perpanjangan
waktu yang diberikan kepa-
da pihak rekanan itu telah
merujuk pada Pexpres 54
tahun 2010-Pasal 51 ayat
(2). Artinya Kontrak yang
diberlakukan tahun tungal,
tidak boleh melampaui batas
akhir tahun anggaran 31
Desember tahun berkenaan.

“Jangka waktu pe-
laksanaan dalam Kontrak
sudah jelas tidak boleh me-
lampaui batas akhir tahun
anggaran, sebagaimana dia-
tur pada Pasal 93 Perpres 70
tahun 2012,” tandasnya. Lax
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




